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PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.TR
gt 3 .
Py —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tepian Buah, 21

Oktober 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx,

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi

Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili

elektronik dengan alamat email : xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 6

Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Buruh TKBM, tempat kediaman di xxxx,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan
register perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 20 Januari 2022, dengan
dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
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Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 02 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang
tua Tergugat xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan
terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten
Berau,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang
masing-masing bernama :
3.1. XXXx, Berau 22 April 2015;
3.2. XXxX, Berau 4 Fabruari 2018;

Bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Januari 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Januari 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :

6.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga

pada saat keadaan tersebut Tergugat sering mengamuk kepada

Penggugat;

6.2. Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak

mau mendengarkan masukkan dari Penggugat;

6.3.Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT

kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak tanggal 14 Januari 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat
bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
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Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin
terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan
Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu
tanggal 02 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap
sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan,
maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
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agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis
Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator,
namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator
Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l. tertanggal 07 Februari 2022, menerangkan bahwa
mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa
tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan persidangan-persidangan selanjutnya
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-
daliinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Poinl . Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4, Poin4 . Benar;
5. Poin5 : Benar, tetapi itu menurut Tergugat kejadian tersebut terjadi

pada tanggal 15 Januari 2022 tepatnya pukul 03.00 WITA;
6. Poin6.1 : Benar, tetapi menurut Tergugat masalah tersebut

merupakan masalah yang sudah lama terjadi, yaitu tepatnya

sekitaran tahun 2015 sampai dengan 2016;

7. Poin6.2 : Benar,

8. Poin 6.3 : Benar, tetapi menurut Tergugat kejadian tersebut terjadi
pada tahun 2016;

9. Poain7 : Benar, tetapi hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah
kontarakan bersama Tergugat dan Penggugat di xxxXx,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

10. Poin 8 . Benar;

11. Poin 9 : Benar;

12. Poin10 : Tidak benar, menurut Tergugat rumah tangga antara

Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan, dan
Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
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Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut,

Penggugat menyampaikan replik secara lisan atas jawaban Tergugat sebagai

berikut :

1. Poin6.1 : Benar tetapi menurut Penggugat, Tergugat masih sering
minum-minuman keras terakhir pada tahun 2017;

2. Poin 6.3 : Benar, tetapi menurut Penggugat, Tergugat masih sering
melakukan KDRT kepada Penggugat terakhir pada tahun
2017;

3. Poin7 . Benar, tetapi awalnya Tergugat yang pergi dari kediaman
bersama namun Tergugat kembali pulang, dan akhirnya
pada hari yang sama Penggugat pergi dari kediaman
bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

4. Poin10 : Tidak benar, menurut Penggugat rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat sulit dapat dipertahankan, dan

Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa, terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut,

Tergugat memberikan duplik secara lisan atas replik Penggugat, bahwa
Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya. Namun
Tergugat memberikan keterangan tambahan, bahwasannya masalah rumah
tangga antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat menjalin
hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx, dan menurut Tergugat
rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan, dan
Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan
gugatan sampai dengan duplik, maka Majelis Hakim berasumsi tahapan jawab
jinawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan
perkara dilanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi
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Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Januari 2015.
Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : XXxx
tanggal 18 Agustus 2016.. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen.
(Bukti P.2);
B. Bukti Saksi;
1. Saksi Penggugat I, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Karang,
02 Februari 1950, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxXx,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah
berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah
kontrakan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
hingga pisah. Dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun setelah lahir anak pertama Penggugat dan
Tergugat atau tepatnya sekitaran tahun 2015 sudah terjadi
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan atas pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengakaran antara Penggugat dan
Tergugat dimana Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat
keras kepala dan ingin menang sendiri, dan etika terjadi

pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
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seperti memukul badan Penggugat (hal ini terakhir terjadi kurang
lebih 1 (satu) tahun yang lalu);
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 1 (satu)
bulan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
yang mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tua Penggugat (saksi);
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sering
memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap
ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi Penggugat Il, tempat dan tanggal lahir : Kediri, 01 Januari
1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung
Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan
teman kerja dari Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan
saksi tidak begitu kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah
berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah
kontrakan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
hingga pisah. Dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2021
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan atas pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengakaran antara Penggugat dan
Tergugat dimana Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat

keras kepala dan ingin menang sendiri, dan etika terjadi
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pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 atau kurang lebih 1 (satu)
bulan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
yang mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tua Penggugat (saksi);

- Bahwa saksi sebagai teman dari Penggugat sering memberikan
nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah
disampaikannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan,
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk
mengajukan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta tetap ingin
bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalili jawaban dan
sanggahannya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan
supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb
(Fakhruzzaini, S.H.l.,, M.H.l.) melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat
dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga
keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari
2015 dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut disebabkan :

1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk,
sehingga pada saat keadaan tersebut Tergugat sering mengamuk kepada
Penggugat;
2. Bahwa Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga
tidak mau mendengarkan masukkan dari Penggugat;
3. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan
KDRT kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat;
Dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal
14 Januari 2022 hingga sekarang selama lebih 1 (satu) bulan, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi
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meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana keduanya telah pisah
rumah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat)
benar;
2. Bahwa pada poin 5 (lima) benar, tetapi itu menurut Tergugat kejadian
tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2022 tepatnya pukul 03.00 WITA;
3. Bahwa pada poin 6.1 (enam titik satu) benar, tetapi menurut Tergugat
masalah tersebut merupakan masalah yang sudah lama terjadi, yaitu
tepatnya sekitaran tahun 2015 sampai dengan 2016;
4. Bahwa pada poin 6.2 (enam titik dua) benar;
5. Bahwa pada poin 6.3 (enam titik tiga) benar, tetapi menurut Tergugat
kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016;
6. Bahwa pada poin 7 (tujuh) benar, tetapi hingga saat ini Tergugat masih
tinggal di rumah kontarakan bersama Tergugat dan Penggugat di Jalan
Tarap Gang Mesjid RT.01, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
7. Bahwa pada poin 8 (delapan) benar;
8. Bahwa pada poin 9 (sembilan) benar;
9. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) tidak benar, menurut Tergugat rumah
tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan, dan
Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat
tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan atas jawaban Tergugat
sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 6.1 (enam titik satu) benar, tetapi menurut Penggugat,
Tergugat masih sering minum-minuman keras terakhir pada tahun 2017;

2. Bahwa pada poin 6.3 (enam titik tiga) benar, tetapi menurut Penggugat,
Tergugat masih sering melakukan KDRT kepada Penggugat terakhir pada
tahun 2017
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3. Bahwa pada poin 7 (tujuh) benar, tetapi awalnya Tergugat yang pergi dari
kediaman bersama namun Tergugat kembali pulang, dan akhirnya pada
hari yang sama Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke
rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) tidak benar, menurut Penggugat rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit dapat dipertahankan, dan
Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat
tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan atas replik Penggugat,
bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya.
Namun Tergugat memberikan keterangan tambahan, bahwasannya masalah
rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat menjalin
hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxx, dan menurut Tergugat
rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan, dan
Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta tetap
ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan
sanggahannya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan
tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
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Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka
Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar
keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat
wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap dalil yang dibantah oleh
Tergugat, maka Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis
akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
dan Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai
cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat
bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat
mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi
telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai
oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya
bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sudah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sering minum-
minuman keras, Tergugat keras kepala dan ingin menang sendiri, dan etika
terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
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P

seperti memukul badan Penggugat (hal ini terakhir terjadi kurang lebih 1 (satu)
tahun yang lalu), yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan upaya untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak
berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan
Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kedua orang saksi,

terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah sejak tanggal 15 Desember 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 (satu)

bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

4, Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 (satu)
bulan;
4, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup

rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak
terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang
menyebabakan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-
saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah
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terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah
berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah
tangganya dengan baik seperti semula namun Penggugat tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak
lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat
menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak
terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal yang perselisihan itu terjadi
yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut
bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa bulan
belakangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan tidak ada harapan
untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan
bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,
yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmabh, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah
tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan
Tergugat terhadap Penggugat yang sering menyakiti hati dan perasaan
Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu
setidaknya selama 1 (satu) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah
rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah
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pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan
keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (broken marriage)
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan
kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan
mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk penderitaan psikologis
bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian
kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu
perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga
bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

dlooll s Gle paio suwliall 5,0

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada
mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh
Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai
pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa
perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan
ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan
bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu
dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai
suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat,
sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi
dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,
yang berbunyi :

dlaoll s e o xio suwliall )

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan’;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f),
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka
1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara
sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 15 Februari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah oleh
Achmad Sya’rani, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo,
S.H.,, M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Rabu tanggal 16
Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera,

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
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Achmad Sya’rani, S.H.l.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. Jafar Shodiq, S.H.l.
Panitera

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

Biaya Proses : Rp 50.000.00
Biaya : Rp 100.000.00
Pemanggilan : Rp 20.000.00
Biaya PNBP

Panggilan

Biaya : Rp 10.000.00
Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 220.000.00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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